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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TABANAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI TABANAN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,
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10.

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang—  Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir ~ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
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26.

27.

28.

29.

30.

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
903);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun
2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2003 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tabanan  (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4) ,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabanan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
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Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 1) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah Tahun anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 53), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli
Daerah Rp. 270.777.557.296,50
b. Dana Perimbangan Rp. 1.184.284.312.280,00
c. Lain-lain pendapatan
daerah yang sah Rp. 371.408.604.639.,25
Jumlah Pendapatan Rp. 1.826.470.474.215,75
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Menetapkan

2. Belanja

a.Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja ~ bantuan
sosial

6) Belanja bagi hasil
kepada  provinsi/
kabupaten/  kota/
dan pemerintahan

desa

7) Belanja ~ bantuan
keuangan kepada
provinsi/
kabupaten/kota,
pemerintahan desa
dan partai politik

8) Belanja tidak
terduga

Jumlah Belanja Tidak
Langsung

b.Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja barang dan
jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/ (Difisit)
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Rp. 1.007.000.725.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00
Rp.  11.130.100.000,00
Rp.  3.300.000.000,00
Rp.  13.938.165.725,00
Rp. 201.021.515.000,00
Rp. 286.799.963.25
Rp. 1.236.777.305.688,25

Rp.

Rp.

33.407.451.941,00

387,174.285.440,50
213.881.431.146.,00

Rp.

634.463.168.527.50

Rp

. 1.871.240.474.215.75

Rp.

(44.770.000.000,00)




3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp.  55.250.000.000,00
b. Pengeluaran Rp.  10.480.000.000,00
Jumlah Pembiayaan

Netto Rp. 44.770.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun
berkenaan Rp. 0,00

2. Merubah Lampiran [ yang selanjutnya dibaca

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

. Merubah Lampiran II yang selanjutnya dibaca

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini antara lain :

a. Urusan Pemerintahan : 1.01. Pendidikan; Organisasi
: 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

b. Urusan Pemerintahan : 1.02. Kesehatan; Organisasi :
1.02.01 Dinas Kesehatan;

c. Urusan Pemerintahan : 1.02. Kesehatan; Organisasi :
1.02.02 Badan Rumah Sakit Umum,;

d. Urusan Pemerintahan : 1.03. Pekerjaan Umum,;
Organisasi : 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum;

e. Urusan Pemerintahan : 1.07. Perhubungan;
Organisasi : 1.07.01. Dinas Perhubungan dan
Kominfo;

f.  Urusan Pemerintahan : 1.10. Kependudukan dan
Catatan  Sipil; Organisasi : 1.10.01. Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil;

g. Urusan Pemerintahan : 1.12. Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan; Organisasi : 1.12.01.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana;
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Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian; Organisasi : 1.20.03. Sekretariat Daerah;
Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian; Organisasi : 1.20.05. Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian; Organisasi : 1.20.07. Dinas Pendapatan
dan Pesedahan Agung;

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian;  Organisasi :  1.20.08.  Badan
Kepegawaian Daerah;

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian; Organisasi : 1.20.14. Kecamatan
Pupuan;
. Urusan Pemerintahan : 1.22. Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa; Organisasi : 1.22.01. Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
Urusan Pemerintahan : 2.01. Pertanian; Organisasi :
2.01.02. Dinas Peternakan;

Urusan Pemerintahan : 2.01. Pertanian; Organisasi :
2.01.03. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan;

Urusan Pemerintahan : 2.02. Kehutanan; Organisasi :
2.02.01. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
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g.- Urusan Pemerintahan : 2.05. Kelautan dan
Perkebunan; Organisasi : 2.05.01. Dinas Perikanan
dan Kelautan;

r. Urusan Pemerintahan : 2.06. Perdagangan;
Organisasi : 2.06.01. Dinas Perindundustrian dan
Perdagangan;

4. Merubah Lampiran III yang selanjutnya dibaca
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyan, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 Mei 2016
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BUPATI TABANAN,
TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
TTD
INYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 15
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